1.1

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiBantenTahun
2013 disusundenganmengacuPeraturan Daerah Nomor 4Tahun 2012
tentangRencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah
(RPJMD)ProvinsiBantenTahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor
3Tahun 2012 tentangPembentukanOrganisasiPerangkat
DaerahProvinsiBanten, PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2012
tentangRencanaKerjaPemerintah (RKP) Tahun 2013,
PeraturanPresidenNomor 5 Tahun 2010 tentangRencana
Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN) Tahun2010-2014
danPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentangRencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)
ProvinsiBantenTahun 2005-2025.

Dokumen RKPD Provinsi BantenTahun 2013
inimemuathasilevaluasi
capaiankinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerahTahun 2012,
rancangankerangkaekonomidankebijakankeuangandaerah,
prioritasdansasaranpembangunandaerah,
sertarencanakerjadanpendanaan yang

disertaiprakiraanpaguindikatif.

Dalampenyusunannya RKPD ProvinsiBantenTahun 2013
telahmenempuhbeberapatahapanyaitupenyusunanrancanganawal,
rancangan yang dibahasbersamadalamMusrenbang
RKPDProvinsiBantenTahun 2013yang
kemudianhasilnyadituangkandalamRancanganAkhir
RKPDProvinsiBantenTahun2013

sebelumditetapkandenganPeraturanGubernur.

SejalandenganpenetapanTemaRKP Tahun2013
“MemperkuatPerekonomianDomestikBagiPeningkatan Dan
PerluasanKesejahteraan Rakyat” yang terdiridari 11 prioritasyaitu:
(1) reformasibirokrasidantatakelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)

penanggulangankemiskinan; (5) ketahananpangan; (6) infrastruktur;
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1.2

(7) ikliminvestasidanusaha; (8)energi; 9)
lingkunganhidupdanbencana; (10) daerahtertinggal, terdepan,
terluar, danpaskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas,
daninovasiteknologi. Di sampingitu,
upayapencapaianvisinasionaljugaakandidukungolehprioritaslainnya
di 3 (tiga) bidang: politik, hukumdankeamanan (polhukam),

perekonomian, sertakesejahteraanrakyat.

Selanjutnyadenganmemperhatikantema RKP Tahun2013
diatasdanuntukmenjaminterciptanyaintegrasi, sinkronisasi,
dansinergitasperencanaanpembangunanantarapemerintahpusat,
provinsidankabupaten/kotamakaditetapkantemapembangunandaera
hProvinsiBantenTahun 2013,
yaitu“BersatuBersinergiMewujudkanPercepatandanPerluasan
Pembangunan EkonomiDenganPrioritas Pembangunan
InfrastrukturKawasan/Wilayah”denganprioritaspembangunanseb
agaiberikut:(1) infrastrukturwilayah dan kawasan; (2) ketahanan
pangan, kemiskinan dan pengangguran; (3) ikliminvestasi dan
unggulandaerah; (4) peningkatankualitassdm dan
penguatansinergitasantarpelakupembangunan; serta(5)

reformasibirokrasi dan tata kelolapemerintahandaerah.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) ProvinsiBantenTahun
2013 disusundenganberlandaskanpadaperaturanperundang-

undangansebagaiberikut:

1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000
tentangPembentukanProvinsiBanten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11

Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011

tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan,;

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004
tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangRepublik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah

danRetribusi Daerah;

PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005

tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

PeraturanPemerintahNomor 3 Tahun 2007
tentanglLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
KepadaPemerintah,

LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah
KepadaDewanPerwakilan Rakyat Daerah,
danInformasiLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah

KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007

tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008
tentangPedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 2008
tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

tentangRencana  Pembangunan  JangkaMenengah (RPJM)
NasionalTahun 2010-2014;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 59 Tahun 2007
tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor

13tahun 2006 TentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010
tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 tahun 2008
tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 22 Tahun 2012
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja

Daerah TahunAnggaran 2013.

PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 32
Tahun 2012 tentangpedomanPenyusunan, Pengendalian Dan

EvaluasiRencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

Peraturan Daerah ProvinsiBantenNomor 1 Tahun 2007
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah ProvinsiBantenTahun 2007Nomor 1, TambahanLembaran

Daerah ProvinsiBantenNomor 4);

Peraturan Daerah ProvinsiBantenProvinsiBantenNomor 1 Tahun
2010 tentangRencanaJangkaPanjang Daerah (RPJPD)
Tahun2005-2025;

Peraturan Daerah ProvinsiBantenNomor 2 Tahun 2011
tentangRencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW)ProvinsiBantenTahun2010-2030;

Peraturan Daerah ProvinsiBantenNomor 3 Tahun 2012
tentangPembentukanOrganisasiPerangkat Daerah
ProvinsiBanten(Lembaran Daerah ProvinsiBantenTahun 2012

Nomor3, TambahanLembaran Daerah ProvinsiBantenNomor 40);

Peraturan Daerah ProvinsiBantenNomor 4 Tahun 2012
tentangRencana  Pembangunan  JangkaMenengah  Daerah
(RPJMD)  ProvinsiBantenTahun2012-2017(Lembaran  Daerah
ProvinsiBantenTahun 2012 Nomor 4, TambahanLembaran

Daerah ProvinsiBantenNomor 41).

14



1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-UndangNomor25Tahun 2004
tentangSistemPerencanaan Pembangunan
Nasionalpadadasarnyamengamanatkanbahwaperencanaanpembangu
nannasionaldengantujuanuntukmenjaminadanyaketerkaitandankons
istensiantaraperencanaan, penganggaran,
pelaksanaansertapengendaliandanpengawasan.
Gunamelaksanakanhaltersebut,
makakerangkaperencanaandaerahmeliputiPerencanaanJangkaPanja
ng, PerencanaanJangkaMenengahdanPerencanaanJangkaPendek

yang kesemuanyadituangkandalamdokumenperencanaandaerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2013
adalahperencanaanjangkapendek yang
merupakanpenjabaranRencana Pembangunan JangkaMenengah
Daerah (RPJMD) ProvinsiBantenTahun 2012-2017
sebagaibagiandariperencanaanjangkapanjang yang
tertuangdalamdokumenRencana  Pembangunan  JangkaPanjang
Daerah (RPJPD) ProvinsiBantenTahun 2005-2025 danRencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiBantenTahun 2010-2030 yang
telahmengacupada RPJPN dan RTRWN.

Perencanaanjangkapendekmerupakanrencanakerjapemerintah

daerahuntukjangkawaktu 1 (satu) tahun yang
selanjutnyaditetapkandenganPeraturanKepala Daerah,
dalamhaliniRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD)

ProvinsiBantenTahun 2013 ditetapkandenganPeraturanGubernur.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 dimaksudkan
untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi
penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten
pada Tahun 2013 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan
berkesinambungan.Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013

dimaksudkan untuk:
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1.

Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk

dilaksanakan pada Tahun 2013;

Merumuskan rancangan kerangka ekonomi

makrodaerahdankerangkapendanaannya;

Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya

yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013.

AdapuntujuanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi BantenTahun 2013 adalahsebagai berikut:

1.

Menjadi acuan penyusunanrencanakerjabagi seluruh komponen
pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah

Provinsi Banten pada Tahun 2013;

Menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
Banten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun

2013;

Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;

Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2013;

Sebagai
acuanpenyusunanRancanganAnggaranPendapatandanBelanja

Daerah (RAPBD) ProvinsiBantenTahunAnggaran 2013;

Sebagaiacuanpengendalian dan evaluasi pelaksanaan program

dankegiatanPemerintahProvinsiBantenTahunAnggaran 2013.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten

Tahun 2013 disajikan dengansistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Berisikan uraian tentang latar belakang,
dasarhukumpenyusunan, hubungan antar dokumen,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

EVALUASIHASILCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

Berisikan gambaranumumkondisidaerah,
evaluasipelaksanaan program dankegiatan RKPD Tahun

2011.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan uraian tentang
arahkebijakanekonomidaerahdanarahkebijakankeuangan

daerah.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan uraian tentang
tujuandansasaranpembangunansertaprioritaspembangun

arn.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

Berisikan uraian tentang rencana program prioritas dan
kegiatan prioritas

daerahdisertaipaguindikatifpendanaanya.
PENUTUP

Berisikan wuraian tentang kaidah pelaksanaan dan
pengorganisasian pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan tahun 2013.
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